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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI AD{AL DALAM PERKAWINAN 

MENURUT FIQIH 4 MADZAB 

 

A. Pengertian Wali Ad{al 

1. Pengertian Wali 

Kata wali menurut bahasa berasal dari kata al-wali@ (الولي) dengan 

bentuk jamak auliya@’ ( لياء او ) yang berarti pecinta, saudara, penolong. Wali 

menurut istilah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang 

untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
1
 Dia bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu 

memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia 

bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas nama harta atau atas 

dirinya. Sayyid Sabiq mengatakan wali adalah sesuatu ketentuan hukum 

yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang 

hukumnya.
2
 Menurut  istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah 

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk 

menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi 

kekuasaan perwalian itu disebut wali. 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

                                                           
1
 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2006), 69. 
2
 Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, (terjemah),jilid VII (bandung: PT. Al ma’arif, 1997), 11. 
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
3
 Karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka perlu di atur 

syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan 

tercapai. Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan 

terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun. Kaitannnya 

rukun nikah, jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:
4 

a. Adanya calon suami. 

b. Adanya calon istri. 

c. Adanya wali dari pihak pengantin wanita. 

d. Adanya dua orang saksi. 

e. Sighat akad nikah; 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 

mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali 

merupakan rukun dalam perkawinan, menurut kesepakatan ulama secara 

prinsip.
5
 Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan 

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat 

pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan 

perkawinan tersebut, memang tidak ada satu pun ayat Al-Qur’an yang 

jelas menghendaki keberadaaan wali dalam akad perkawinan. Namun 

dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk 

                                                           
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003),8 

4
 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) 45. 

5
 Ibid. 
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kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat 

nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Ada pula ayat-ayat Al-

Qur’an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri 

perkawinannya. 

Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali 

adalah sebagai berikut: 

Surat Al-Baqarah ayat 221: 

           

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya.
6
 

 

Ayat di atas merupakan larangan menghalangi perempuan yang 

habis iddahnya untuk kawin. Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah 

tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Syafi’i.
7
 Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya’bi dan Az-Zuhri 

berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya 

tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.
8
 

 

 

                                                           
6
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah .(Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 

2010), 35. 
7
  Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 

wa Nihayatul Muqtashid (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 409. 
7  

 Ibid.  
8  

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 

1986) 75. 
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Surat Al-Baqarah ayat 221:
9
 

                 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. 

 

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: 

Artinya: “Dari Abu Burdah ra. Dari abi Musa ra. Rasulullah 

Saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali seorang wali.” (HR. 

Abu Daud)
10

 

 

Maksud dalam hadist di atas adalah sebuah pernikahan tidak sah 

jika wali tidak ada, karena wanita tidak mempunyai kapasitas untuk 

menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali atau mewakilkannya 

kepada orang lain jika wali berhalangan untuk menikahkannya, jika ia 

lakukan hal itu maka nikahnya tidak sah. 

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, 

Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu menjadi dua 

kelompok:
11

 

                                                           
9
   Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 35. 

10
 Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid...,415. 
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a. Wali dekat atau wali qar@ib (  yaitu ayah dan kalau tidak  (  يب رالق الولى

ada ayah pindah kepada kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang 

mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat 

mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa 

minta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan 

seperti ini disebut dengan wali mujbir. Ketidakharusan meminta 

pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang 

yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan 

persetujuan. Ulama Hanabillah menempatkan orang yang diberi 

wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai 

ayah. 

b. Wali jauh atau wali ab’ad ( الابعد الولى ); yaitu wali dalam garis kerabat 

selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena 

anak menurut ulama jumhur tidak  boleh menjadi wali terhadap 

ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali 

hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun 

wali ab’ad adalah sebagai berikut:
12

 

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada. 

2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada. 

3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada. 

                                                                                                                                                               
11

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih ‘Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus 

Syakhsiyyah, Jilid IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) 32. 
12

  Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid , 420. 
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4. Anak saudara laik-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada. 

5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada. 

6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada. 

7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada. 

8. Anak paman se ayah. 

9. Ahli waris kerabat yang lain kalau ada. 

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik 

sebagai ashabah  dalam kewarisan atau tidak. Menurut mereka yang 

mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek akan tetapi semuanya 

mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan itu adalah 

perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. 

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang 

ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan 

ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. 

golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai 

wali dalam kedudukan sebagaimna kedudukan ayah. berbeda dengan 

ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah 

saja dan menempatkannnya dalam kategori wali qar@ib. 

2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan 

Para ulama berpendapat tentang kedudukan wali dalam 

perjanjian perkawinan. Menurut madzab Hanafi perizinan wali bukan 

merupakan persyaratan sah nikah akan tetapi hanya penyempurna 
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perjanjian perkawinan. Alasannya adalah dari riwayat Muslim dari Ibnu 

Abbas Rasulullah Saw bersabda yang artinya “Perempuan yang janda 

lebih berhak atas dirinya dari walinya. gadis diminta perizinannya dan 

perizinannya adalah diamnya”. Menurut madzab Hanafi, hadist di atas 

menerangkan sah pernikahan baik janda maupun perawan tanpa 

isyaratkan adanya perizinan wali, karena itu mereka menganggap izin 

wali bukan termasuk syarat sah nikah. 

Madzab Syafi’i, Maliki, dan Hambali menganggap perizinan wali 

merupakan syarat sah perjanjian perkawinan dimana perkawinan tanpa 

izin wali adalah tidak sah. Pendapat ini beralasan pada Al-Qur’an dan 

hadist. Dari ayat Al-Qur’an yang dijadikan dalil antara lain pada QS. Al-

Baqarah ayat 232:
13 

              

     

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya.apabila telah terdapat 

kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.  

 

Dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang eksistensi 

seorang wali di mana Allah SWT melarang para wali dari menghalangi 

para wanita dari kembali kepada suami mereka dan sekiranya seorang 

wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri, maka sudah tentu tiada 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid...,32. 
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artinya larangan Allah SWT dalam ayat tersebut dan tiada gunanya para 

wali menggunakan haknya melakukan ad{al . 

Di dalam beberapa buah hadist dijelaskan tentang wali hakim 

yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila wali nasab tidak 

ada atau wali nasab enggan mengawinkan perempuan yang ada dibawah 

perwaliannya, padahal perjodohan antara keduanya seimbang. Rasulullah 

Saw bersabda yang artinya: “Maka apabila (wali nasab) enggan sulthanlah 

yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”. 

Jadi, keadaan yang dapat memungkinkan wali hakim sebagai 

wali nikah apabila wali nasab tidak ada, wali nasab enggan padahal 

keduanya sekufu’, wali nasab berada di tempat yang jauh sekitar 95 Km 

dari tempat wanita yang ingin menikah, wali nasab dianggap hilang atau 

tidak diketahui keberadaannya hidup atau matinya, calon suami juga 

adalah wali nikah perempuan, wali nasab dalam keadaan berihram haji 

atau umroh.  

3. Wali Ad{al 

Kata ad{al berasal dari bahasa arab, yaitu (عضل -يعضل -عضل)  yang 

artinya mencegah atau menghalang-halangi.
14

 Wali ad{al adalah wali yang 

enggan atau wali yang menolak, maksudnya adalah seorang wali yang 

enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya 

dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Dalam 

                                                           
14

  Tihami dan sohari sahrana, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap, (Jakarta: Kencana, 

2003), 96 
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Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 tanggal 28 oktober 1987 

tentang wali hakim. Wali ad{al adalah wali nasab yang mempunyai 

kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah 

perwaliannya, tetapi tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang 

wali yang baik. 

Dari definisi tersebut, wali ad{al mengandung lima unsur, yaitu:
15

 

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai 

perempuan. 

2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai 

perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. 

3. Kafaah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 

perempuan. 

4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-

masing calon mempelai. 

5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan 

syara’. 

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di 

tangan wali qar@ib, atau yang mewakili wali qar@ib atau orang yang diberi 

wasiat untuk menjadi wali. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin 

dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami 

tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih 

dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan 

                                                           
15

  Amir Syarifuddin, Garis garis besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), 98. 
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perkawinannya dapat difasakh-kan. Dalam hal-hal semacam ini wali qar@ib 

adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah 

kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun. Tetapi apabila wali 

tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si 

perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal 

kafaahnya, baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan 

ini dinamakan wali ad{al. Jika wali tidak mau menikahkan dilihat dulu 

alasannya, apakah alasan syara’ atau alasan tidak syara’. Alasan syara’ 

adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis 

wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran itu belum dibatalkan, 

atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (pezina dan suka 

mabuk) atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai 

suami. 

Adapun penyebab wali ad{al adalah:
16

 

1. Status sosial pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi 

dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya 

menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya 

akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya 

turun. 

2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya Sangat 

dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak 

                                                           
16

 Tihami dan sohari sahrana, Fiqih Munakahat: kajian Fikih Nikah lengkap,98. 
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menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda 

keyakinan. Pada umumnya yang terjadi adalah seorang bapak melihat 

bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, 

berbeda jauh pengamalan agama yang dilakukan bapaknya. Maka 

dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan 

anaknya dengan calon suaminya tadi. 

3. Pernah mempunyai masalah sosial sulit antara keluarga wanita dengan 

keluarga pria. Maka sudah dipastikan pasti muncul penolakan, hanya 

laki-laki tidak memerlukan wali maka laki-laki dapat meminimalisir 

pertentangan dari keluarganya. 

4. Status duda tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi 

pertimbangan apakah jejaka atau duda, jika dudapun masih di 

pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati 

yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan 

menikah dengan duda cerai. 

5. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya. 

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat 

anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai 

pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah 

perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka 

sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing. 

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, 

kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan 
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hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencari dan 

memilih pasangan untuk wanita. Jika seluruh pertimbangan di atas 

sudah dijadikan prioritas utama di dalam menjatuhkan pilihan tanpa 

melihat pertimbangan agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua 

yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal yang tidak 

sesuai dengan syara’, maka wali tersebut disebut wali ad{al. 

Ketentuan wali ad{al di atur dalam peraturan yang berlaku di 

negara kita yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.2 

tahun 1987 tentang wali hakim, yang berbunyi: 

a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia 

atau luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak 

mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan ad {al , Maka nikahnya 

dapat dilangsungkan dengan wali hakim. 

b. Untuk menyatakan ad{al-nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 

ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat tinggal calon mempelai wanita. 

c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan ad {al-nya wali dengan 

secara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan 

menghadirkan calon mempelai wanita. 
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Pasal 3 permenag Nomor 2 Tahun 1987 

Pemeriksaan dan penetapan ad{al-nya wali bagi calon mempelai 

wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri 

dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai 

wanita. 

Sedangkan dalam penunjukkan wali hakim terdapat wali hakim 

terdapat dalam pasal 4 permenag Nomor 2 tahun 1987: 

a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat 

Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk 

menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1. 

b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama 

kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan 

Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama 

menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara 

menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang 

menyatakan bahwa:
17

 

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ad{al atau enggan. 

                                                           
17

  Kitab Undang-undang hukum perdata, (surabaya: Gama Press, 2010), 427. 
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2. Dalam hal wali ad{al maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai 

wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 

tersebut. 

Bila wali tidak mau menikahkan anak yang berada di bawah 

perwaliannya, maka pemohon dapat mengajukan permohonan wali ad{al 

ke Pengadilan Agama agar menetapkan seseorang untuk menjadi wali 

hakim sebagai ganti dari wali yang ad{al tersebut. 

 

B. Dasar Penetapan Wali Ad{al Menurut 4 Madzab 

Dalam perkawinan seorang wali nikah tidak boleh enggan 

menikahkan anaknya apabila anaknya sudah benar-benar ingin menikah 

dengan calon suaminya dan di anggap calon suaminya sudah sesuai dengan 

kriteria. Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Adanya wali 

nikah adalah suatu keharusan. Seorang wali berhak menilai calon 

pendamping buat anaknya, apakah benar-benar sekufu dan sesuai dengan 

keinginan semua keluarga, maka tidak salah jika wali mempunyai hak 

memaksa dan juga tidak salah apabila seorang anak menolak. 

Apabila wali menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang sesuai 

dengan syariat agama, maka anak tersebut dapat mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama.
18

 Alasan wali yang dibenarkan oleh syariat agama 

apabila tidak mau menjadi wali yaitu calon suami jelek akhlaknya, wanita 

yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain, calon 

                                                           
18

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 52. 
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suami beda agama, dan tidak sekufu. Para ulama sepakat, bahwa untuk 

kriteria wali ad{al setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi, diantaranya 

adalah: lelaki yang melamarnya adalah sekufu, dan sanggup membayar 

mahar mitsil. 

Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah di ungkapkan oleh ibnu 

rusydi di dalam kitabnya “Bida@yatul Mujtahid” dalam keterangannya: Para 

ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak 

perempuannya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang 

sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya.
19

 

Begithu juga Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fiqih Sunnah” juga 

memberi keterangan: “Dikalangan ulama telah ada sepakat bahwa 

sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi maulanya, apalagi 

melarangnnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada yang 

menghendaki laki-laki yang sejodoh (dengannya) dan dengan membayar 

mahar mitsil.
20

 

Dasar penetapan wali ad{al  menurut 4 madzab fiqih yaitu madzab 

Maliki, madzab Hambali, madzab Hanafi dan madzab Syafi’: 

1. Menurut Madzab Hanafi 

Madzab Hanafi memberikan penjelasannya secara singkat yang 

diungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa 

menurut ulama’ madzab Hanafi adalah Wali qari@b yang melakukan 

                                                           
19

 Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid...,425. 
20

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (terjemah),jilid VII,15. 
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pencegahan terhadap maulanya dari pernikahan dengan pasangan yang 

sekufu dengan membayar mahar mitsil, maka penyelesaiannya sama 

dengan penyelesaian wali yang ghaib yang sulit di temukan dan 

ditangnkan, dengan demikian perwaliannya tidak pindah kepada wali 

hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu Wali ab’ad. 

Berikut kutipan penjelasan mereka (Hanafiah), mengenai wali 

ad{al sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: 

ا  

Artinya: “ Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak 

perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di 

kawinkan, lagi pula pasangan 6 calon suami telah sekufu dan 

dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali 

yang bersangkutan (Bapak) adalah ad{al dan dengan demikian 

pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti 

kakek jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara 

sekandung dan seterusnya.
21

 

 

2. Menurut Madzab Maliki 

Dalam madzab Maliki, ulamanya ada kecenderungan sama dalam 

menyampaikan pendapatnya mengenai wali ad{al  ini dengan Madzab 

Syafi’i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan: 

                                                           
21

  Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih ‘Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus 

Syakhsiyyah, 37-38. 
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.  

 

Artinya: “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, 

mengahalangi maulanya untuk kawin dengan pasangannya yang 

sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak 

pindah pada wali yang jauh (Wali Ab’ad)  akan tetapi berhak 

bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, 

dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai 

sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahan urusan 

maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak hakim 

memerintahkan pada si wali membangkan untuk 

mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim 

bertindak untuk mengawinkannya.
22

 

 

Dalam keteranganya lain di jelaskan: 

  

Artinya: “Sesungguhnya seorang wali di nyatakan ad{al itu 

manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang 

dengan maksud mencegah/ melarang maulanya kawin, sebab 

kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa 

menunjukkan bahwasanya ia ad{al, bahkan terkadang untuk 

menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya 

apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap 

perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak 

dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya 

dan kalau tidak sanggup mengawinkannya, maka hakimlah yang 

mengawinkannya.
23 

 

                                                           
22

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih ‘Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus 

Syakhsiyyah, Jilid IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) 32. 
23

  Ibid, 33. 
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Ibnu Rusydi berpendapat, menurut keterangan di dasarkan pada 

petunjuk hadist yang di riwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari 

Aisyah, yaitu: 

 

Artinya: “Maka apabila terjadisengketa, hakim adalah wali bagi 

seorang yang baginya tidak punya wali.
24

  

Dapat diperoleh kesimpulan, bahwa dalam madzab Maliki 

bagaimana problema dan penyelesaian wali ad{al itu melihat seorang 

hakim dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya (sebagai jalan 

menuju jalan penyelesaian) bila dalam wali yang bersangkutan tetap 

dalam sikap ad{al, dengan demikian ulama madzab Maliki berpendapat 

yakni melalui wali kerabat yang lain (selain wali qari@b) guna mencapai 

penyelesaiannya. 

3. Menurut Madzab Syafi’i 

Mengenai pembahasan wali ad{al, madzab Syafi’i kedua sama-

sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. 

seorang penguasa (hakim) adalah dialah yang berwenang untuk 

memproses dan mengusut permasalahan wali yang dalam keadaan walinya 

ad{al setelah mendapat laporan/pengajuan dari maula wali ad{al tersebut. 

                                                           
24

  Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid ,...,411. 
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Dalam keterangan yang lain Imam Syafi’i menjelaskan bahwa 

perpindahan wali/pergantian wali atas diri wali ad{al kepada hakim. Ini 

terjadi apabila yang ad{al itu dari wali dekat (qari@b), sedang wali yang lain 

yaitu wali ab’ad tidak bisa menggantikan, maka hakimlah yang 

berwenang untuk menggantikan.
25

 

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam madzab Syafi’i wali 

ad{al akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, 

manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim mengenai 

kead{alannya. hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan 

maulanya bisa berlangsung pertama dengan perintah untuk mencabut 

kead{alannya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan 

apabila dia masih mencegah (membangkang) maka kewajiban bagi hakim 

untuk menempuh cara kedua yaitu pergantian wali. 

Dalam hal ini akan dilakukan oleh hakim sendiri untuk 

mengawinkan,
26

 karena dalam hal wali ad{al tidaklah gugur hak 

perwaliannya, maka dari itu hakim  yang berhak menggantikannya. 

4. Menurut Madzab Hambali 

Madzab Hambali memberikan penjelasan mengenai wali ad{al, 

wali yang ad{al itu adalah wali qar@ib, maka dengan demikian perwalian 

                                                           
25

 Al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid, ..,.419. 
26

 Musthafa kamal Pasha,  Fiqih Islam (sesuai dengan putusan majlis tarjih) (Jogjakarta:Citra 

Karsa Mandiri, 2002), 261. 
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berpindah kepada wali ab’ad .
27

 Syekh Abdurrahman Al Jaziri 

berpendapat dalam keterangan, yakni hampir sama dengan pendapat 

Hanabillah mengenai wali ad{al ini, pendapat beliau sebagai berikut: 

.  

 Artinya: “ Apabila ada seseorang yang mempunyai hak 

perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon 

(suami) yang telah ia cintai, dengan memberi mahar, dan dia 

telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (lebih telah 

baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai kead{alan wali 

terhadap maulanya. (bila wali itu ad{al) maka perwalian 

berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan 

untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari 

kawin,baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir. 28
 

 Madzab Hambali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam 

proses dan penyelesaian wali ad{al dengan melalui seorang hakim, dan 

hakim pula sebagai penggantinya manakala ia (wali yang bersangkutan) 

tetapi dalam kead{alannya. Namun demikian ada diantara mereka yang 

berpendapat lain, yakni penyelesaian wali ad{al dengan melalui wali 

kerabat yang lain (walaupun wali yang jauh sekalipun), baru kemudian 

pindah ke hakim, setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil 

sebagai wali. 

                                                           
27

 Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 

2(Jakarta Timur: Darus sunnah Press, 2010) 629. 
28

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih ‘Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus 

Syakhsiyyah,37. 
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Berdasarkan dasar-dasar penetapan wali ad{al  di atas, bahwa 

menurut fiqih 4 madzab penetapan tersebut sudah benar sesuai dengan 

dalil-dalil baik yang termuat di dalam kitab-kitab maupun terdapat di 

Al-Qur’an. Diantara ke-empat madzab tersebut yang memiliki fikiran 

yang sama terdapat pada madzab Maliki, madzab Syafi’i, madzab 

Hambali, sedangkan madzab Hanafi memiliki pemikiran yang berbeda. 

 

 

 


